012

Alat Bukti dan Pembuktian Menurut Ketentuan

Perundang-undangan

A. Pendahuluan

Di dalam arus
perkembangan

modasikan aspek:
ketiga produk teknolg;
tersebut menimbulkan ma

terjadi kasus di mana alat-alat
adalah mesin faks, foto kopi atau ,
rekaman terutama menyangkut kekuatan
hukum ketiga produk teknologi tersebut.

Pesatnya perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi pada dekade

*)  Penulis adalah Ahli Peneliti Muda Bidang Hukum,
Koordinator Pejabat Fungsional Peneliti Hukum
PUSBINSIS, BPHN, Departemen Kehakiman dan
HAM, Jakarta

perbagai bidang dan :
pola kehidupan masyaraka

“dan
am semua
~Peénguasaan terhadap

mformasn pada saat sekarang ini dapat
dikategorikan sebagai suatu kekuatan
(power). Hal ini tercermin dalam uraian
A.V. Knight dan D.J. Silk: ** History is full
of cases where the timely use of informa-
tion has led to military, diplomatic or
business success. ... More recently data
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from surveillance have been used to in-

fluence diplomatic negotiation on arms -
- control”.

Seiring dengan masuknya Indonesia
dalam era informasi maka bentuk

masyarakat pun berubah menjadi

masyarakat informasi (/nformafi
socity) yang mamacu perken
yang pesat dalam teknologi info
formation Technology Re
ini disebabkan manusi
mempermudah dan m
untuk memperolet
dibutuhkannya, se
dilakukan untul
informasi secara

satu cara adalah
kemampuan s
merupakan sa

semakin canggi
informasi yang s
mampu memenuhi k
lapisan masyarakat. Pe
yang mulanya berukura
(komputer generasi pertams
1946-1957) dan hanya dap
nakan oleh perusahaan besar,
dipergunakan oleh perusahaan ya
bahkan oleh seluruh lapisan masyarak

(lingkup rumah tangga) karena ukurannya '

menjadi semakin kecil sedangkan
kemampuannya (performance) semakin
tinggi dan harganya semakin murah
(Downsizing).

Kini setiap orang yang memiliki
komputer dengan kemampuan yang
cukup baik serta saluran telekomunikasi
(misalnya telepon), ia dapat mengakses

(Download) segala informasi melalui
fasilitas internet yaitu suatu jaringan
komputer yang sangat besar, terdiri atas
Janngan-Jarmgan kecil yang terkoneks:

a bukan saja
kat yaitu dari

b e

scrta keadaan
masa suatu ketentuan undang -undar

tfai dari hal
yang berkaitan dengan materi atau
substansi hukumnya maupun perihal
prosedurnya. Dalam hal materi
hukumnya tentu harus dilakukan
antisipasi terhadap perbuatan yang
berkenaan dengan penggunaan elektronik
modern, seperti komputer dan sejenisnya,
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sampai pada transfer yang dilakukan
melalui perangkat elektronik terhadap
data maupun yang berhubungan dengan
perbankan. Di samping itu terjadinya

- persaingan antar perusahaan dalam usaha 8¢

saling menarik konsumen, bukan saj
bidang perbankan akan tetaj
bidang usaha yang lai

perkembangan teknologi
Pada sisi lain, kon
mengacu pada kof
dibuatnya sua
undangan, &t

saja melal
g ada saja, akan

Dengan demi
sejauh mana suatu®

elektronik dapat terjadi manipulasi da a,
bahkan mungkin saja terjadi adanya
rekayasa dalam suatu bentuk apapun
melalui media elektronik. Misalnya,
banyak terjadi perubahan gambar
seseorang yang sudah dirubah sedemikian
rupa, sehingga berubah bentuknya sama
sekali. Hal demikian bukan saja akan

menyulitkan dalam pembuktian, bahkan
mungkin akan terjadi suatu manipulasi
data sedemikian rupa sehingga akan dapat
men]adlkan hal yang sama sekali tidak
nafya yang tet_]adl

asalahan
dalam
meng-
ai alat

dagang yang berdasarkan pers
melalui mesin faks, teta ik
erjadi cidera janji. !

aligii§ sebagai
-out dijadikan
sebagal alat bukti yang sah surat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 187
KUHAP,adalah apakah hakim mau
menerima ? Sebab tentunya hakim akan
mencocokkan print-out sebagai barang
bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum dengan aslinya. Tentu saja aslinya
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ada dalam komputer. Dan bagaimana kita
“bisa mengetahui itu ada tentu kita harus
mengkopinya, apakah kopi ini nilainya
sama dengan barang bukti asli? Dan kalau
- memang dicuri seharusnya sudah tidak
‘ada atau berkurang, tetapi nyatanya masih
ada dan tidak berkurang sediki

pencurian sebagaimana
Pasal 362 KUHP ?

B. Maksud dan tujuan

Penelitian in
mencari masuk
analisis terhadap

dengan mengg
melalui elek
penelitian ini |
kan masukan
dalam proses!
penggunaan
elektronik dal;

C. Metode

Penelitian ini
normatif dan peneliti
di samping data sekund
hukum, yakni bahan
bahan hukum sekunder m:
hukum tertier, juga digunak
primer, yaitu dengan melakuka

litian lapangan melalui kuesioner. Data,
primer diharapkan akan menjadi landasan -

terhadap perobahan konsep yang mung-
kin akan terjadi dengan adanya perkem-
bangan di bidang elektronik di mana pen-
dapat para praktisi di lapangan akan dija-
dikan landasan terhadap suatu perubahan
konsep. Tentunya hal ini akan dicari suatu
konsep yang sedemikian rupa, bukan saja
demi kepentingan praktis, akan tetapi juga

terhadap konsep yang dilandasi oleh
landasan akademis.

D. Dasar Hukum
Adapun_ ]

tuan pcrundang~

Perdata

2. Kitab Unda
Pidana .

) omor 14 Tahun
pokok Kekuasaan

diputuskannya perkawinan dengan
perkawinan .

Adapun alasan-alasan perceraian menurut
pasal 209 BW :

a. Zinah;

b.Meninggalkan tempat
bersamaan dengan iktikad jahat;

tinggal

84

Bhayangkara Edisi 48 Januari - Maret 2001




c. Penghukuman dengan hukuman
penjara lima tahun lamanya atau dengan
hukuman yang lebih berat yang
dijatuhkan setelah perkawinan ;
d.Melukai berat atau menganiaya
dilakukan oleh si suami atau sigisteri
terhadap si istrinya atau suaminya yang
demikian, sehingga membahayakan jiwa
pihak yang dilukai ata@ dianiaya schingga
mengakibatkan 4 luka-luka yang
membahayakand :

8. Putusan Mahkamah Agung nomor
1589 K /Sip /1974 tentang Hak Waris
Anak Perémpuan (anak sah). Sesuai
dengan yurisprudensi Mahkamah Agung
terhadap anak perempuan di Tapanuli
juga di Lombok adilnya anak perempuan
dijadikan ahli waris, sehingga dalam
perkara ini penggugat untuk kasasi
sebagai satu-satunya anak, mewarisi
seluruh harta peninggalan dari Bapaknya.
E. Tindak Pidana dalam  Era
Informasi

Setiap ‘manusia merupakan makhluk
ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan
(goal) hidup yang satu dengan yang
lainnya berbeda. Untuk mencapai
tujuannya secara efektif dan efisien,
dalam arti mencapai tujuan semaksimal
mungkin dengan pengorbanan sekecil-
kecilnya, manusia dihadapkan pada
kebutuhan untuk membentuk kelompok
sosial yang dianggapnya dapat membantu
mencapai tujuan tersebut sehingga
mencapai hasil sesuai dengan yang
diinginkan. Kelompok sosial ini
kemudian akan terbentuk berdasar pada
kesamaan pandangan dalam usaha dan
cara untuk memperoleh tujuan hidup
yang diinginkan. Dalam kelompok yang
kemudian kita kenal sebagai masyarakat,

terhadap norma-norma yang harus
dipatuhi oleh anggota kelompok masing-
masing. Yang dimaksud dengan norma
atau kaedah adalah : Segala tindakan yang
disepakati oleh masyarakat, dalam arti
bahwa tindakan itu tidak bertentangan
dengan agama dan nilai-nilai,k

dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Norma atau kaedah dalam suatu
masyarakat tidak hanya terdiri dari satu
macam saja. Norma yang hidup dalam
masyarakat bisa berupa norma kesusilaan,
norma kesopanan maupun norma hukum
dan bentuknya bisa tertulis.dan bisa pula
tidak tertulis.. Dalam norma hukum
terdapat norma hukum pidana, yang
bertujuan untuk mengantisipasi setiap
tindak pidana /delik yang mungkin terjadi
di dalam masyarakat. Menurut Simons
yang dikatakan sebagai delik/tindak
pidana adalah : Suatu perbuatan yang
melanggar suatu peraturan hukum pidana
yang diancam dengan pidana oleh
undang-undang, mempunyai sifat
melawan hukum, dapat dipertanggung
jawabkan dan dapat dipersalahkan kepada
seseorang.

Jika kita hubungkan antara era
informasi masyarakat informasi serfa
perkembangan teknologi infermasi
dengan uraian mengenai“kelompok
masyarakat-dengan norma-norma yang
hidup di dalamnya, maka kita akan dapat
menarik suatu kesimpulan bahwa pada
masyarakat informasi juga terdapat
norma-norma yang seharusnya ditaati
oleh mereka yang menjadi anggotanya.

Karena masyarakat informasi dan juga
teknologi informasi selalu mengalami
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perkembangan dari waktu ke waktu
secara pesat, maka seiring dengan itu
maka semakin berkembang pula bentuk
pelanggaran norma dalam masyarakat
- informasi. Dalam satu bentuk pelangga-
ran norma yang terjadi dalam era
informasi adalah norma pidana
dengan dilakukannya tindak pi
Tindak pidana dalam
yang dimaksud adalah tin
memanfaatkan perke
informasi yaitu si
sarana-sarana peng
eral).Segala |}
melakukan tinda
terlepas dari p

komputer adalah pre
Karena itu tindak pidana
gram komputer dapat
kerugian yang besar, ka Auk:
menyebabkan komputer tida
digunakan atau dapat menyebab

komputer bekerja tidak sesuai dengan \

prosedur yang dike-hendaki.

Sebagai contoh adalah pencurian pro-
gram komputer yang dahulu dilakukan
dengan cara konvensional yaitu dengan
mengambil program itu secara fisik dari
pemiliknya, kini dengan bantuan sistem
komputer dapat dicuri tanpa adanya
pengambilan secara fisik terhadap pro-

gram itu, tetapi cukup dengan memindah-
kannya ke komputer si pencuri (dalam hal
pencurian dilakukan melalui jaringan
komputcr) Ha

ini_dapat terjadx tanpa

pemegang pendor) maupun di
toko-toko penjual perangkat lunak setiap
data. Sayang, karena harganya yang tidak
dapat dikatakan murah, perangkat lunak
(software) ini tidak dapat diperoleh
semua lapisan pengguna komputer,
terutama bagi pengguna perorangan.
Timbullah kemudian apa yang disebut
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c. Penghukuman dengan hukuman
penjara lima tahun lamanya atau dengan
hukuman yang lebih berat yang
dijatuhkan setelah perkawinan ;
d.Melukai berat atau menganiaya
dilakukan oleh si suami atau sj_isteri
terhadap si istrinya atau suamintya yang
demikian, sehingga membahayakan jiwa
pihak yang dilukai atau'dianiaya sehingga
mengakibatkan _luka -luka  yang
membahayakan, ‘

8. Putusan Mahkamah Agung nomor
1589 K /Sip /1974 tentang Hak Waris
Anak Pergmpuan (anak sah). Sesuai
dengan yurisprudensi Mahkamah Agung

terhadap'anak perempuan di Tapanuli

juga di Lombok adilnya anak perempuan
dijadikan ahli waris, sehingga dalam
perkara ini penggugat untuk kasasi
sebagai satu-satunya anak, mewarisi

seluruh harta peninggalan dari Bapaknya..

E. Tindak Pidana
Informasi

dalam  Era

Setiap manusia merupakan makhluk
ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan
(goal) hidup yang satu dengan yang
lainnya berbeda. Untuk mencapai
tujuannya secara efektif dan efisien,
dalam arti mencapai tujuan semaksimal
mungkin dengan pengerbanan sekecil-
kecilnya, manusia dihadapkan pada
kebutuhan untuk membentuk kelompok
sosial yang dianggapnya dapat membantu
mencapai tujuan tersebut sehingga
mencapai hasil sesuai dengan yang
diinginkan. Kelompok sosial ini
kemudian akan terbentuk berdasar pada
kesamaan pandangan dalam usaha dan
cara untuk memperoleh tujuan hidup
yang diinginkan. Dalam kelompok yang
kemudian kita kenal sebagai masyarakat,

terhadap norma-norma yang harus
dipatuhi oleh anggota kelompok masing-
masing. Yang dimaksud dengan norma
atau kaedah adalah : Segala tindakan yang
disepakati ‘oleh*masyarakat, dalam arti
bahwa tindakan itu tidak bertentangan
dengan agama dan nilai-nilai ‘ke-
manusiaan atau moralitas, ata
dikatakan apa yang seharusnya di
dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.
Norma atau kaedah dalam suatu
masyarakat tidak hanya terdiri dari satu
macam saja. Norma yang hidup dalam
masyarakat bisa berupa norma kesusilaan,
norma kesopanan maupun norma hukum
dan bentuknya bisa tertulis dan bisa pula
tidak tertulis. Dalam norma hukum
terdapat norma hukum pidana, yang
bertujuan untuk mengantisipasi setiap
tindak pidana /delik yang mungkin terjadi
di dalam masyarakat. Menurut Simons
yang dikatakan sebagai delik/tindak
pidana adalah : Suatu perbuatan yang
melanggar suatu peraturan hukum pidana
yang diancam dengan pidana oleh
undang-undang, mempunyai sifat
melawan hukum, dapat dipertanggung
Jjawabkan dan dapat dipersalahkan kepada
seseorang. '

Jika kita hubungkan antara era
informasi masyarakat informasi sesta
perkembangan teknologi infofmasi
dengan uraian mengenaivkelompok
masyarakat.dengan'norma-norma yang
hidup di dalamnya, maka kita akan dapat
menarik suatu kesimpulan bahwa pada
masyarakat informasi juga terdapat
norma-norma yang seharusnya ditaati
oleh mereka yang menjadi anggotanya.

Karena masyarakat informasi dan juga
teknologi informasi selalu mengalami

Bhayangkara Edisi 48 Januari - Maret 2001

85

el dsh



perkembangan dari waktu ke waktu
secara pesat, maka seiring dengan itu
maka semakin berkembang pula bentuk
pelanggaran norma dalam masyarakat
~ informasi. Dalam satu bentuk pelangga-
ran norma yang terjadi dalam era
informasi adalah norma pidana_ya
dengan dilakukannya tindak

Tindak pidana dalam e
yang dimaksud adalah tinda
memanfaatkan perkeml
informasi yaitu sis
sarana-sarana pendi
eral).Segala
melakukan tinda
terlepas dari
komputer yang
Perangkat kers
lunak (softwai
komputer (brai
serta informasi;
dapat digunaka
dari keseluruha
satu sama lain.

Dan salah satu
dalam mendukung

Karena itu tindak pld :
gram komputer dapat me
kerugian yang besar, karg
menyebabkan komputer tida
digunakan atau dapat menyebabka

komputer bekerja tidak sesuai denga

prosedur yang dike-hendaki.

Sebagai contoh adalah pencurian pro-
gram komputer yang dahulu dilakukan
dengan cara konvensional yaitu dengan
mengambil program itu secara fisik dari
pemiliknya, kini dengan bantuan sistem
komputer dapat dicuri tanpa adanya
pengambilan secara fisik terhadap pro-

gram itu, tetapi cukup dengan memindah-
kannya ke komputer si pencuri (dalam hal
pencurian dilakukan melalui jaringan
komputer) Ha] 1n1 dapat terJadl tanpa
diket: =h pembu ater, karena

pemegang 1 l¢ maupun di
toko-toko pcnjual perangkat lunak setiap
data. Sayang, karena harganya yang tidak
dapat dikatakan murah, perangkat lunak
(software) ini tidak dapat diperoleh
semua lapisan pengguna komputer,
terutama bagi pengguna perorangan.
Timbullah kemudian apa yang disebut
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c. Penghukuman dengan hukuman
penjara lima tahun lamanya atau dengan
hukuman yang lebih berat yang
dijatuhkan setelah perkawinan ;

d.Melukai berat atau menganiaya

dilakukan oleh si suami atau si.isteri

terhadap si istrinya atau suaminya yang
demikian, sehingga membahayakan jiwa
pihak yang dilukai atay dianiaya schingga
mengakibatkan 4 luka-luka  yang
membahayakang
8. Putusan Mahkamah Agung nomor
1589 K /Sip /1974 tentang Hak Waris
Anak Perempuan (anak sah). Sesuai
dengan yurisprudensi Mahkamah Agung
terhadap anak perempuan di Tapanuli
juga di Lombok adilnya anak perempuan
dijadikan ahli waris, sehingga dalam
perkara ini penggugat untuk kasasi
sebagal satu-satunya anak, mewarisi
seluruh harta peninggalan dari Bapaknya,
E. Tindak Pidana dalam Era
Informasi -
Setiap manusia merupakan makhluk
ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan
(goal) hidup yang satu dengan yang
lainnya berbeda. Untuk mencapai
tujuannya secara efektif dan efisien,
dalam arti mencapai tujuan semaksimal
mungkin dengan pengorbanan sekecil-
kecilnya, manusia dihadapkan pada
kebutuhan untuk membentuk‘kelompok
sosial yang dianggapnya dapat membantu
mencapai tujuan tersebut sehingga
mencapai hasil sesuai dengan yang
diinginkan. Kelompok sosial ini
kemudian akan terbentuk berdasar pada
kesamaan pandangan dalam usaha dan
cara untuk memperoleh tujuan hidup
yang diinginkan. Dalam kelompok yang
kemudian kita kenal sebagai masyarakat,

terhadap norma-norma yang harus
dipatuhi oleh anggota kelompok masing-
masing. Yang dimaksud dengan norma
atau kaedah adalah : Segala tindakan yang
disepakati oleh masyarakat, dalam arti
bahwa tindakan itu tidak bertentangan
dengan agama dan nilai-nilai ke-

manusiaan atau moralitas, atau dapat

dikatakan apa yang seharusnya dilakukan
dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Norma atau kaedah dalam suatu
masyarakat tidak hanya terdiri dari satu
macam saja. Norma yang hidup dalam
masyarakat bisa berupa norma kesusilaan,
norma kesopanan maupun norma hukum
dan bentuknya bisa tertulis dan bisa pula
tidak tertulis. Dalam norma hukum
terdapat norma hukum pidana, yang
bertujuan untuk mengantisipasi setiap
tindak pidana /delik yang mungkin terjadi
di dalam masyarakat. Menurut Simons
yang dikatakan sebagai delik/tindak
pidana adalah ; Suatu perbuatan yang
melanggar suatu peraturan hukum pidana
yang diancam dengan pidana oleh
undang-undang, mempunyai sifat
melawan hukum, dapat dipertanggung
jawabkan dan dapat dipersalahkan kepada
seseorang.

Jika kita hubungkan antara era
informasi masyarakat informasi serta
perkembangan teknologi infermasi
dengan uraian mengenaikelompok
masyarakat dengan'norma-norma yang
hidup di dalamnya, maka kita akan dapat
menarik suatu kesimpulan bahwa pada
masyarakat informasi juga terdapat
norma-norma yang seharusnya ditaati
oleh mereka yang menjadi anggotanya.

Karena masyarakat informasi dan juga
teknologi informasi selalu mengalami
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perkembangan dari waktu ke waktu
secara pesat, maka seiring dengan itu
maka semakin berkembang pula bentuk
pelanggaran norma dalam masyarakat
~ informasi. Dalam satu bentuk pelangga-

ran norma yang terjadi dalam ¢

informasi adalah norma pidana
dengan dilakukannya tindak

Tindak pidana dalam e
yang dimaksud adalah tinda
memanfaatkan perkem
informasi yaitu sis;
sarana-sarana pendu
eral).Segala K
melakukan ting
terlepas dari
komputer yang
Perangkat kers
lunak (softwai
komputer (brai
serta informasi
dapat digunaka
dari keseluruhan s
satu sama lain.

Dan salah satu
dalam mendukung
komputer adalah pr
Karena itu tindak pidana
gram komputer dapat
kerugian yang besar, kate
menyebabkan komputer tid
digunakan atau dapat menyebab

komputer bekerja tidak sesuai dengan ™

prosedur yang dike-hendaki.

Sebagai contoh adalah pencurian pro-
gram komputer yang dahulu dilakukan
dengan cara konvensional yaitu dengan
mengambil program itu secara fisik dari
pemiliknya, kini dengan bantuan sistem
komputer dapat dicuri tanpa adanya
pengambilan secara fisik terhadap pro-

gram itu, tetapi cukup dengan memindah-
kannya ke komputer si pencuri (dalam hal
pencurian dilakukan melalui jaringan
komputcr) Hal 1m dapat terjadi tanpa

toko-toko_ penjual perangkat lunak setiap
data. Sayang, karena harganya yang tidak
dapat dikatakan murah, perangkat lunak
(software) ini tidak dapat diperoleh
semua lapisan pengguna komputer,
terutama bagi pengguna perorangan.
Timbullah kemudian apa yang disebut

86

Bhayangkara Edisi 48 Januari - Maret 2001



perangkat lunak (software) bajakan yang
dijual dengan harga yang lebih murah
daripada perangkat lunak yang asli. Hal
ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi
industri perangkat lunak yang produknya
terkena pembajakan. Dalam ketentuan
hukum mengenai hak milik intelektual
(Intelectual Property Righis) serta dalam
ketentuan hukum pidana’kita pembajakan
merupakan perbuatan yang termasuk
dalam kategori tindak pidana.

Di sisi lain kemajuan dalam teknologi
informasi menyebabkan dengan
mudahnya orang menggandakan, atau
dikenal dengan istilah mengkopi,
perangkat lunak (software) untuk
dimasukkan (diinstall) ke dalam
komputer pribadi. Perbuatan ini juga akan
mengakibatkan kerugian bagi pencipta
perangkat lunak, karena dengan meng-
gandakan secara tidak sah (tidak-dengan
seizin pencipta atau pemegang hak'cipta)
jumlah pembeli akan berkurang. Orang
lebih memilil menggandakan karena
biaya yang dikeluarkan lebih murah,
hanya bermodalkan disket atau CD-ROM
(Compact Disk-Read Only Memory) yang
asli maupun yang bajakan.

Cukup dengan ‘menggandakan ke
dalam hard disk, makavkita sudah dapat
menggunakan program, tersebut.
Meskipun dalam perangkat Itinak yang
asli telah dibuat aturan tentang izin untuk
membuat kopi program, sertifikat
mengenai keontentikan (Certificate of
Authenticity) program komputer tersebut
dan diberikan nomor registrasi bagi
pembelinya, akan tetapi dengan
menggandakan dari perangkat lunak asli,
maka hal itu tidak menjadi masalah lagi.

Berdasarkan hal tersebut di atas,

perkembangan masyarakat dalam era
informasi dan semakin berkembangnya
teknologi informasi pada akhirnya
membuat varian atau bentuk tindak
pidanardalam erasinformasi semakin
berkembang. Untuk menjerat jenis
kejahatan yang termasuk dalam Whire

Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) ini,
harus diperhatikan ketentuan perundang-

undangan yang ada. Sebagian ahli ada
yang berpendapat bahwa ketentuan

perundang-undangan pidana kita saat ini
sudah cukup untuk menjerat tindak

pidana komputer.

Sebagian lagi berpendapat bahwa
diperlukan adanya undang-undang
khusus mengenai tindak pidana
komputer. Terlepas dari pendapat yang
saling bertolak belakang antara para ahli
tersebut, maka yang harus menjad titik
perhatian dalam menerapkan ketentuan
hukum pidana pada tindak pidana
komputer adalah cara menjerat pelaku
tindak pidana terhadap program komputer
tersebut dengan menggunakan ketentuan
perundang-undangan yang ada saat ini.

F. Pembuktian dengan Alat Bukti
Elektronik

Harus disadari bahwa tujuan
pembangunan sekarang ini dimaksudkan
untuk melakukan pembangunan di segala
bidang termasuk bidang hukum#yang
dilakukan secara berencanagbertahap dan
berkesinambungan. Sejalan dengan itu
Pemerintah telah memperhatikan secara
khusus pembangunan hukum nasional
dengan memperbesar anggaran dalam
bidang hukum. Selaras dengan adanya
globalisasi sekarang ini khususnya
dengan adanya kemajuan teknologi dan
penggunaan peralatan-peralatan yang
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canggih menimbulkan dampak pula
dalam bidang hukum, di mana ada
kalanya hukum dengan peraturan-
peraturan yang ada tidak dapat
menjangkau permasalahan-permasalahan

yang timbul akibat kemajuan teknologis
tersebut. Bahwa untuk mengantisipasi

masalah dampak hukum¢fadanya

kemajuan teknologi dengan peralatan
canggih tersebut, perlu diadakan

pengkajian hukum gentang masalah
hukum barang bukti elektronik sebagai
pengaruh kemajuan baik dalam
penerapan hukum pidana dan penerapan
hukum perdata, di mana peraturan hukum
yang ada kurang menjangkau masalah-
masalah tersebut.

Dalam mencermati dan memperoleh
pengertian apa itu sebenarnya barang
bukti dalam pengertian yuridis, terlebih
dahulu kita pilahkan istilah-istilah hukum
di bawah ini yang berkaitan dengan
hukum pembuktian.

1. Mengenai alat bukti sah disebutkan
dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP,

yaitu : Keterangan saksi; Keterangan ahli;
Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa.
2. Benda sitaan ialah semua benda yang
berada dalam penyitaan “termasuk
benda bergerak atau tidakeybergerak,

berwujud atau tidak berwujid. yang

dimaksudkan untuk kepentingan
pembuktian.

3. Barang bukti ialah benda sitaan yang
dipakai dan digunakan sebagai alat bu-
kti dalam penyidikan dan penuntutan.

Sekiranya dalam suatu penyidikan
kepentingan pembuktian atas benda
sitaan tersebut tidak diperlukan, maka
benda sitaan tersebut harus dikembalikan

dalam status semula sebagaimana
sebelum disita. Demikian pula kiranya
dalam penyidikan ternyata perkara
dihentikan penyidikannya, maka benda
sitaansyang tidak jadi‘dijadikan barang

‘bukti tersebut harus dikembalikan dalam

status semula. Proses penyitaannya:

dicabut dan benda sitaan dikembalikan

kepada siapa barang tersebut dahulu disita

(tersita). Demikian pula apabila benda
sitaan tersebut dijadikan barang bukti
dipersidangan, akan tetapi menurut
keyakinan hakim tidak termasuk dalam
alat pembuktian (pasal 184 ayat 1), maka
benda tersebut dalam putusan harus
dikembalikan kepada terdakwa atau dari
siapa benda itu disita.

Pada pasal 39 ayat (1) KUHAP, yang
dapat dikenakan penyitaan adalah :
a. Benda atau tagihan tersangka atau
terdakwa yang seluruh atau sebagian
diduga diperoleh dari tindak pidana
sebagai hasil dari tindak pidana.
b. Benda yang telah dipergunakan secara
langsung untuk melakukan tindak pidana
untuk mempersiapkannya.
c. Benda yang dipergunakan untuk
menghalang-halangi penyidikan tindak
pidana.
d. Benda yang khusus dibuat dan
diperuntukkan melakukan tindak pidana.
e. Benda lain yang mempunyai hubungan'
langsung dengan tindak pidana“yang
dilakukans i

Selanjutnya pasal 39 ayat (2) KUHAP
Benda yang berada dalam sitaan karena
perkara perdata atau karena pailit dapat
juga disita untuk kepentingan penyidikan,
penuntutan dan mengadili perkara pidana,
sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).
Dalam hubungan dan kaitan pengertian
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barang bukti dikaitkan dengan alat bukti
(Pasal 184 ayat (1). Barang bukti adalah
merupakan salah satu alat bukti yang
dipergunakan untuk memperoleh
keyakinan akan terjadinya sesuatu tindak
pidana. Sebagai contoh;rumah,tanah;
mobil, peralatan mesin, pisau,sénjata api
dapat diklasifikasikan/dimasukkan dalam
alat bukti petunjuk. Sedangkan dekumen,
surat-surat, kuitansi, BPKB, STNK, dan
lain sebagainya, yang sejenis dapat
diklasifikasikan dan dimasukkan dalam
alat bukti surat.

Idealnya untuk memperoleh adanya
keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan tersangka/
terdakwalah yang bersalah melaku-
kannya, penyidik/penuntut umum atau
hakim membuktikan atau mengajukan
kelima alat bukti yang sah tersebut(dalam
pasal 194 ayat 1 KUHAP). Akan tetapi
pasal 183 berbunyi : “ Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya®,

G. Permasalahan:Hukum Alat Bukti
Elektronik.

Persoalan tentang manusia sejak dulu
menarik perhatian sebagaiwsuatu
kelompok problematik tersendiri menurut
Martin Ruber dalam bukunya Das Prob-
lem und Menschen, bahwa manusia
menjadi masalah karena faktor sosial
kultural. Perbuatan pergaulan manusia,
dunia ekonomi yang tidak menunjukkan
keseimbangan produksi dan konsumsi,
menggelisahkan manusia. Sehubungan

dengan hal di atas, masalah kejahatan
selalu berkaitan erat dengan diri manusia.

Selama manusia mendiami dunia ini,
inilah sebabnya Frank Tannebaum
mengatakan.crime is ertenal as sertenal
as socity. Karena masalah kejahatan
merupakan hal yang harus ada dalam
masyarakat, maka sangat antagonis
dirasakan semboyan membasmi,
menghapuskan kejahatan. :eKalgupun
semboyan ini diucapkan diartikan sebagai
usaha memperkecil jumlah kejahatan.

Seorangahli yang bernama L.ombroso
menyatakan bahwa penjahat dulunya
mempunyai ciri jasmaniah tertentu yang
disebut Stigmate of dege- nerate (tanda-
tanda kemerosotan), kelainan dari orang-
orang penjahat ini terdapat dalam semua
tubuh, tetapi ada perhatian khusus bagi
Lombroso tentang kelainan bentuk otak,
hal tersebut diujudkan oleh Lombroso
dalam bentuk: Penjahat sejak kecil;
Penjahat sakit gila; Penjahat karena nafsu
kelamin; Penjahat karena kesempatan;
Penjahat yang sejati; Penjahat karena
kebiasaan.

Dari uraian di-atas dapat kita
simpulkan bahwa orang yang berperilaku
jahat adalah orang yang memiliki
kelainan bentuk tubuh-atau berperilaku
menyimpang dari orang yang normal.
Seiring dengan kemajuan zaman teori di
atas, tidak dapat dipakai lagi, hal'ini dapat
dibuktikan dengan.banyaknya para
penjahat yang memiliki bentuk tubuh
yang normal dan yang memiliki
intelektual tinggi yang melakukan
kejahatan yang dikenal dengan sebutan
penjahat berkerah putih (White collor
crime).

Bentuk pertama dari kejahatan ini
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bentuk yang asli sekalipun bentuk yang
asli dari alat bukti itu tidak dapat dihadir-
kan.

Jadi hal-hal yang harus diperhatikan

-untuk menghadirkan bukti dengan meng-

gunakan alat elektronika ini, adalah :
1. Setiap apa yang dihasilkan olg
elektronik itu harus disyah
oleh pejabat yang berwena
yang dihasilkan itu sesu
asli dari alat bukti yi
dihadirkan. .
2. Dengan mengg

dan keterangan’
tercantum dala
KUHAP. Dala
bahwa ketera
adalah orang yi
mengerti tentan

elektronik. De:
bukti petunjuky
memberikan petux
telah terjadi ke
elektronik.

3. Dalam hal ini dimi
para pengguna alat elekt
untuk keamanan dari alat tersep
menggunakan alat elektronik 12
dapat merekam semua transaksi

dilakukan oleh setiap orang yang akan "

menggunakan jasa elektroniknya baik itu
berupa Tape, Video, TV di mana alat ini
nantinya akan memudahkan untuk
mencek ulang apakah orang tersebut pada
saat terjadinya peristiwa itu benar-benar
telah menggunakan jasa alat elektronik.

Berbicara mengenai barang bukti
elektronik, yang menjadi salah satu

permasalahan ialah terhadap benda sitaan
elektronik yang memang diperuntukan
untuk kepentingan pembuktian. Dengan
demlklan bararlg buktl tersebut sudah

ter. Contoh :perk
bekas pegawai
( menggunakan
© dan’ perangkatnya

i k*bisa langsung
memakai peralatan perangkat komputer
tersebut sebagai barang bukti untuk di
pergunakan dalam rangka pembuktian.
Akan tetapi terlebih dahulu harus
meneliti, menganalisis, kemudian didu-
kung dengan alat bukti lain, kemudian
disimpulkan bahwa barang bukti elek-
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tronik tersebut dapat dipakai pembuktian.
Mengenai komponen atau peralatan kom-
puter yang berupa peralatan keras CPU,
TV monitor, key board dan printer dapat
diklasifikasikan sebagai barang bukti
benda bergerak yang dalam kaitansalat
bukti (pasal 184 KUHAP) diSebut alat
bukti petunjuk. Sedangkan keterangan
dari orang yang ahli dan menguasai baik
terhadap peralatanéelektronik perangkat
komputer disebut dalam kaitan alat bukti
(pasal 184 KUHAP) sebagai keterangan
ahli.

Demikian juga keterangan dari orang
yang ahli memprogram dan mengen-
dalikan Serta menggunakan peralatan
komputer tersebut juga sebagai
keterangan ahli. Kertas yang keluar dari
printer yang merupakan hasil rekayasa
dan menyalah gunakan sehingga berhasil
membuat transfer/dokumen/surat yang
keluar dari printer disebut sebagai alat
bukti surat.

Untuk mengambil suatu kesimpulan

pembuktian bahwa alat bukti surat

tersebut merupakan hasil rekayasa yang
dilakukan pelaku tindak pidana.
Keterangan kedua ahli komputer tersebut
di atas, dapat menjelaskan/menerangkan
bahwa disket/floppy disk yang digunakan
pelaku dapat mengeluarkan code-code/
dokumen/surat sebagaimanayalat bukti
surat tersebut di atas. Dengan demikian
untuk dapat dipakai dalam pembuktian/
pengungkapan bobolnya keuangan
negara dalam kasus korupsi dan
pembobolan keuangan Bank negara
dengan mentransfer melalui peralatan
komputer diperlukan dukungan alat bukti
lain sebagaimana tersebut di atas. Bahwa
dokumen surat-surat yang keluar dari

hasil printer masih perlu dikaji dan diteliti
keasliannya dengan disket aslinya oleh
ahlinya.

Sebagaimana kita ketahui bersama
dokumen/ surat yang:keluar dari printer
yang dihasilkan komputersemuanya
berupa ashi. Jadi dipermasalahkan apakah
hal tersebut asli atau fotokopinya, tetapi
dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti
surat. Di dalam rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang baru pada
Bab X1 téntang tindak pidana pemalsuan
surat pasal 362 (KUHP Baru) yang
merupakan pembaharuan pasal 263
masalah surat/foto kopi surat sudah
dimasukkan. Kutipan pasal 362 (KUHP
Baru) ayat 2: Dipidana dengan pidana
yang sama, barang siapa sengaja
menggunakan surat yang isinya tidak
benar atau palsu, seolah-clah benar dan
tidak palsu, jika penggunaan surat itu
dapat menimbulkan suatu kerugian.
Ayat 3: Yang dimaksud dengan surat
dalam Bab ini selain surat yang ditulis
dengan tangan, mesin tik atau mesin
cetak, juga salinan atau fotokopi surat itu.

Contoh lainya: misalnya pembuktian
gambar dan suara pelaku tindak pidana
dalam rekaman kaset/video yang berhasil
diketemukan penyidik. Untuk sampai
pada kesimpulan bahwa rekaman gambar
dan suara/pidato yang keluar darifkaset
video tersebut benar-benar.gambar dan
suara.pelaku. tindak*pidana, kaset video
yang merupakan barang bukti satu-
satunya tersebut terlebih dahulu harus
diolah dan diteliti serta dianalisis dengan
bantuan ahli, kemudian baru dapat
disimpulkan dan ditarik sebagai barang
bukti dalam perkara. Untuk itu barang
bukti berupa kaset video itu sendiri dapat
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membantu menemukan bukti di sidang
asalkan keterangan itu didukung oleh
suatu alat bukti yang sah sepanjang
mengenai hal yang didakwakan
kepadanya.

7.3. Keterangan terdakwa hanya dapat ;

digunakan terhadap dirinya sendiri;
7.4. Keterangan terdakwa
cukup untuk membuktikan
bersalah melakukan

terdakwa harus
pengadilan. /

Dalam

telah bersalah me ‘
pidana kalau tidak dig
bukti lainnya. 5
8. Hal yang mengundi
sebagai saksi.

Menurut pasal 168 KUHAP, ba
yang tidak dapat didengar keterangannya
serta dapat mengundurkan diri sebagai
saksi menurut pasal 169 KUHAP, bahwa
mereka sebagaimana dimaksud dalam
pasal 168 KUHAP, apabila menghendaki-
nya dan penuntut umum serta terdakwa
secara tegas menyetujuinya dapat
memberikan keterangan tanpa sumpah.

Sedangkan menurut pasal 170 KUHAP
yang dapat mengundurkan diri sebagai
saksi adalah mereka yang karena
pekerjaan, harkat dan martabatnya
diwaji pan rahasm dapat

korban, mere:ka pada umumnya i
melaporkan hal tersebut karena

[ dapat mengan-
tisipasi perkembangan tindak pidana ini,
Jjuga karena menganggap pembuktian
telah terjadi tindak pidana di depan
pengadilan sangat sulit.

Selain itu mereka lebih memilih untuk
menjaga kredibilitas mereka. Hal ini
terutama jika yang menjadi korban adalah
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perusahaan. Mereka takut para pegawai,
klien dan pemegang saham akan
kehilangan kepercayaan karena berang-
gapan perusahaan tidak terlindung dari
gangguan pihak yang tidak bertanggun
jawab.

Ketika suatu perbuatan te
diketahui merupakan ti
oleh penyidik akan

terdakwa bersalah, atau dengan.]
untuk mencari kebenaran mat
diperlukan suatu pemeriksaan di depan
pengadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan
hukum acara pidana berdasarkan
pedoman pelaksanaan KUHAP dari
menteri kehakiman: “Tujuan dari Hukum

Acara Pidana adalah untuk mencari
dan mendapatkan atau setidaknya
mendekati kebenaran materil, ialah

kebenaran yang selengkap-lengkapnya
dari suatu perkara pidana dengan
menerapkan ketentuan hukum acara
pldana secara ju_|ur dan tepat dengan

beTikan putusan
(vonms _|l a ia sendiri tidak mendapat
keyakinan paling sedikit dua alat bukti
sah yang ada. Hal ini diatur dalam pasal
183 KUHAP, yang berbunyi : “Hakim
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seorang, kecuali apabila dengan se-
kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
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ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan

bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya”.
Hakim dalam usaha untuk mempero-

leh keyakinan hanya boleh berdasar pada,

alat bukti yang sah menurut pasa
KUHAP, yang terdiri atas ke
saksi, keterangan ahli, surat,
keterangan terdakwa.4
mengenai hal-hal yanggs
tidak perlu dibuktikaj
jangan sampai persi

sehingga pada a
asas hukum acar

Jadi hakim ¢
keyakinannya §

Karena dalam p
diberikan pembatas;
yang sah yang bolel
dasar pertimbanga
memberikan putusan,
tindak pidana terhadap pro
harus mengikuti ketentuan tefse
menjadi tugas dari Penuntut Umu
mengajukan alat-alat bukti tersebutad

depan persidangan untuk memberikan

keyakinan pada hakim mengenai ke-
salahan terdakwa.

Jika dilihat dari hubungannya dengan
perkembangan teknologi saat ini, alat
bukti menurut KUHAP yang dapat
digunakan dalam mengadili tindak pidana
* terhadap program komputer adalah
keterangan ahli, surat dan petunjuk.

Ketiga alat bukti ini adalah alat-alat
bukti yang paling esensiil untuk
memberikan pembuktian yang maksimal
sehubungan dengan tindak pidana

dapat memberi
maksimal jika

alam pencurian
komputer pada

secara kebetulan Padahal sak31 menurut
pasal 1 butir 26 KUHAP haruslah orang
yang melihat, mendengar atau mengalami
sendiri tindak pidana. Karena itu sulit
untuk mengandalkan pembuktian pada
keterangan saksi, baik itu saksi korban
maupun saksi lain.
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Demikian pula jika kita meng-
gantungkan harapan pada keterangan
terdakwa. Karena terdakwa tidak
memberikan keterangan di bawah

sumpah, maka terdakwa bisa saJa _d

berbohong atau menyatakan bah
tidak bersalah. Bahkan yang se
di persidangan ada
menyangkal ketera
diberikan dihadapa#
alasan di intimidasi

petunjuk |
proses p¢

bahwa terdakwa telah melakukan finda
pidana terhadap program kompute
tentunya dibutuhkan keterangan ahli
komputer di persidangan.

Permintaan keterangan ahli di-
mungkinkan oleh pasal 120 KUHAP,
yaitu diminta oleh penyidik. Tapi dalam
KUHAP terlihat adanya beberapa
kategori ahli yaitu dokter, ahli kedokteran

kehakiman di mana keterangan yang
diberikannya disebut keterangan ahli
lainnya. Definisi ahli lainnya ini tidak
terdapat dalam KUHAP sehingga status

| Keterangan ahli

sebagai alat bukti yang
alaupun dalam

di atas perlu
diupayakan jalan keluar dengan
mengoptimalkan sarana hukum yang
tersedia, optimalisasi sarana hukum
tersebut antara lain menyangkut hal-hal
sebagai berikut :

1. Dalam hal alat-alat bukti yang ada
belum memenuhi aturan yang ada maka
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alat bukti elektronik seperti rekaman
“secara hasil faks atau fotokopi dapat
dijadikan petunjuk. Apabila alat bukti
tersebut ditunjang dengan kesaksian
ahli di bidangnya misalnya ahli pita suara

- atau ahli lainnya yang menyatakan_tit

keaslian rekaman tersebut maka
dijadikan bukti yang sah.

2. Dalam hal hasil faks deng
dan pengiriman faks ya

pejabat resmi mis;
Perwakilan Indones
(Kedutaan/Kons

tersebut berasal

harus diikuti
seperti butir 2

Untukitud
keahlian da
dalam memb
hakim, sehin
dimasukan ke d;

argumen bahwa kop
sama dengan asli.
pekerjaan yang mudah un
atau memperluas pengertian dari
telah biasa dipergunakan dalan
tian sehari-hari. Sebagai contoh 1
bukti asli dari surat nikah. Maka yang
akan ditunjukkan adalah surat nikah yang
asli. Mudah ini dilaksanakan. Tetapi
bagaimana untuk menyatakan bahwa
kopian dari komputer nilanya adalah
sama dengan asli? Di sinilah peranan dari
ahli, untuk memberikan keterangan
kepada hakim (keterangan ahli) atas dasar
pengetahuan yang ia miliki, yang pada

mak: ki ,ya,ngk‘r ”zrd}r"‘”Sebagal

akhirnya hakim pun terbuka pikiran dan
wawasannya bahwa pengertian asli tidak
harus sama dengan asli dalam pengertian
yang konvensmnal Pun demikian deng-
: : ip encurlan

pengadil harus berani untuk membenk

dengan makin berkembangnya teknologi
di era informasi ini.

I. Penutup

Bahwa sekalipun sebagian sudah
dimasukkan dan sudah dituangkan dalam
pasal-pasal baru dalam rancangan KUHP,
hendaknya dapat dipertegas nantinya
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dalam penjelasan pasal-pasal KUHP
khusus yang memuat kata-kata tulisan,
fotokopi, rekaman, suara rekaman. Oleh
karena itu, perlu adanya kesatuan
pendapat dan kesatuan persepsi parg

pemecahannya dal
dengan lebih
meneqemahka "

yurispruden
sangat lama sedang
an alat elektronik
pada masa era global
mendesak, perlu diupayal
rum komunikasi secara berkesinamb
an antara kepolisian, Kejaksaan“dar
Pengadilan sebagai wahana tukar
menukar informasi maupun
kebijaksanaan yang dilakukan oleh
instansi masing-masing.

1 Hasil Penelitian Mandiri, diselenggarakan dalam
rangka memberikan sumbangan pemikiran dalam

rangka penyempurnaan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana,

2 Ahli Peneliti Muda Bidang Hukum, koordinator

Pejabat Fungsional Peneliti Hukum PUSBINSIS,
BPHN-Dep. Kehakiman dan HAM, Ketua Asosiasi
Peneliti Hukum Indonesia (APHI) di Jakarta.

3ALV. nght D.J. Silk., Managing Information :

Info ; Qday s general manager,

ide Web, (Jakarta : Elex
1995), hal.l.

'”temamena&LﬁBaﬁ”' rrg” * Alumni,

Hal. 280.
J.H. Rapat Filsafat Politi

Az royek Pembangu-
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